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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility disingkat dengan CSR telat muncul sejak
abad ke 19 di amerika serikat,dan berkembang dinegara lain termasuk indonesia.
Kemunculan CSR dipandang awalnya sebagai heronisme perusahaan dalam
mengatasi  pelbagai permasalahan,khususnya’ masalah lingkungan,sosial,dan
ekonomi. Dengan kata lain CSR dipahami sebagai cara sebuah perusahaan dalam
mencapai keseimbangan atau integritas dari ekonomi ,environmentatau
lingkungan dan persoalan-persoalan sosial dalam waktu yanag sama bisa
memenuhi harapan dari shareholders maupun stakeholders. Hal mendasar yang
ingin dibangun oleh suatu perusahaan adalah reputasi positif tentang perusahaan.
Dengan begitu'CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan
reputasi perussahan. Masyarakat luas, akan.menilai sebuah perusahaan seberapa
pedulinya dalam implementasikan CSR tersebut. Oleh karena itu perusahaan
dalam hal ini harus melihat dan bertanggung jawab atas desa dan masyarakat yang
ada disekitar akan dapat dirasakan kehadiran perusahaan. Hal ini disebabkan
perusahaan sebagai sebuah sistem dalam berkelanjutan dan keseimbangannya
tidak dapat berdiri sendri.

Berdasarkan 1SO 26000,CSR tidak hanya diperuntukan bagi corporate
(perusahaan) melainkan juga untuk semua sektor publik dan privat. Tanggung
jawab sosial dapat dilakukan lembaga pemerintahan, Non Governmental
Organisation (NGO). Dengan begitu setiap organisai dapat memberikan dampak

bagi lingkungan sosial maupun alam. Sehingga dengan adanya 1SO 26000 ini
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membantu organisasi dalam pelaksanaan Social Responsibility. Dengan begitu
setiap perusahaan wajib dan taat dalam pelaksanaan CSR agar terwujud nya
fungsi dan keberadaan sebuah perusahaan itu dapat dirasakan. Salah satu contoh
beberapa perusahaan yang sukses dalam mengimplementasika CSR salah satunya
ialah Google ,dipercaya tidak-hanya umtuk_ inisiatif ramah:lingkungan, dan juga
mendapatkan skor CSR tertinggi,karena pusat data mereka menggunakan energi
50% lebih sedikit daripada yang lain di:dunia. Ini merupakan contoh sebuah
perusahaan besar yang memberikan contoh dalam pelaksanaan CSR yang sukses
dalam implemenrtasinya, dan diakui oleh yang lainnya.

Di Indonesia sendiri CSR mulai berkembang sejak tahun 1980-an. CSR
merupakan = program sosial perusahaan unruk memberikan bantuan dan
memberdayakan masyarakat disekitar perusahaan sebagai bentuk pertanggung
jawban sosial atau kompensasi atas berbagai hal yang hilang dari masyarakat
karena beroperasinya perusabaan. Diharapkan tidak hanya sebagai embel-embel
saja,tetapi memang harus dilakukan dan diterapkan kepada masyarakat sekitar. Di
indonesia CSR telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk
Perseroan Terbatas® (PT) dan menggunakan “sumber daya alam dalam
operasionalnya. Meskipun pemerintah‘telah.mengatur secara yuridis tetapi masih
banyak kekurangan dalam implementasinya dan terdapat CSR tidak tepat sasaran
atau tidak optimal dalam memberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar
perusahaan. Salah satu contoh perusahaan yang masih bermasalah di Indonesia
sekarang ini salah satunya adalah PT Freeport Indonesia yang beroperasi sejak
tahun 1969 sampai Kkini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan

masyarakat sekitar,baik terkait dengan tanah ulayat,pelanggaran adat,maupun
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kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Disini dapat kita lihat dan pahami
bahwa adanya kekurangan yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan
tanggung jawab dan tugasnya sebgai perusahaan. Berbanding terbalik dengan apa
yang mereka ambil dan dapatkan di tempat diamana perusahaan itu berdiri,baik
itu alam maupun yang lainnya:

Di Provinsi Riau sendirt memiliki banyak perusahaan yang bergerak
dibidang,minyak,sawit,karet kertas | dah [1ainnya. Dengan begitu salah satu
perusahaan di Riau ini yang begitu besar bergerak dibidang minyak sejak 80 tahun
yang lalu beroperasinya di Minas Provinsi Riau. PT Chevron Pacific Indonesia
(CPI). Keberadaan CPI harusnyan memberikan kepedulian nyan kepada daerah
sekitar atau desa terlingkup dalam keberadaan' CPI. Dengan bergerak dibidang
minyak maka sedikit banyaknya ada dampak bagi daerah minas dan sekitarnya
secara sadar tidaknya CPI mau tidak mau harus bertanggung jawab terhadap sosial
dan ekonomi agar CSR dapat dirasakan dan diimplementasikan di desa minas.
Tidak hanya reputasi perusahaan tetapi juga dengan kerjasama antara stakeholders
lainnya.Begitu juga. dengan PT Musimmas yang Seharusnya melaksanakan
tanggung jawab CSR kepada desa sekitar khususnya desa-desa sekitar.

Konsep Corporate Social Responcibility (CSR) Menurut bank dunia
adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi
bagi pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan segenap pemangku
kepentingan yang terkait untuk memperbaikai hidup mereka dengan cara-cara
yang baik bagi kepentingan bisnis ,agenda pembangunan berkelanjutan,dan

masyarakat pada umumnya. Melalui CSR perusahaan tidak semata
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memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba setinggi-tingginya ,malainkan

meliputi aspek social,ekonomi ,dan aspek lingkungan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang didalamnya salah satunya pasalnya. memuat kewajiban bagi
perseroaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam,untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan. CSR dapat.didefinisikan sebagai' /tanggung jawab moral suatu
perusahaan terhadap — para stakeholders,perusahaan. Keseimbangan dan
pemerataan Kesejahteraan social ekonomi dimasyarakat agar kecemburuan sosial
tidak lagi berpotensi menjadi sumber konflik.Suatu perusahaan tidak dapat

dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diatur dalam Pasal 74
yang menjelaskan sebagai berikut; (1) Perserosaan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan atau ‘berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan
yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur

dengan Peraturan Pemerintahan.

Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai pelaksanaan dari pasal 74 UU
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PT diatas menyebutkan tanggung jawab sosial lingkungan dilaksanakan oleh
direksi berdasarkan rancangan Kkerja tahunan perseroan setelah mendapat
persetujuan dewan komisaris dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan.
Dengan aturan yang ada maka sudah seharusnya perusahaan menunaikan
kewajiban yang diatur oleh pemerintahan yangberlaku, agar.ada wujud nyata dari
dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan dan diganti oleh tanggung jawab

perusahaan tersebut.

Begitu juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun
2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau. Ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat 7 TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan
untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,seimbang,dan selaras dengan
lingkungan,nilai,norma dan budaya masyarakat. Kesadaran perusahaan terhadap
pentingnya CSR itu sangat lah perlu dan harus dilaksanakan di-desa sekitar.Dalam
hubungan antara-desa disekeliling jperusahaan:itd sendiri yang terjadi terhadap
tanggung jawab sosial dan lingkungan.Ada nya hubungan timbal balik antara
perusahaan dan desa dan antara perusahaan dengan masyrakat. Perusahaan dan
masyrakat adalah pasangan hidup yang saling berkaitan satu denagn yang

lainnnya,yang saling member dan membutuhkan.

Kontribusi dan harmoni keduanya akan menentukan keberhasilan
pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya
keselarasan tersebut maka adanya chek & belance antara pihak perusahaan dengan
masyarakat. CSR dengan kata lain ialah dipandang sebagai tolak ukur reputasi
perusahaan. Seberapa jauh perusahaan itu memberikan atau menyalurkan CSRnya

kepada msyarakat dan bermanfaat.Setiap perusahaan harus bertanggung jawab
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atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempnyai dampak baik lansung
terhadap stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Keuntungan
perusahaan tidak diukur dengan uang saja tapi bagaimana masyrakat sekitar
perusahaan itu dapat dibantu baik disegi,ekonomi,pendidikan,dan kesehatan.
Tangung jawab sesial perusahaan _menunjukkan kepedulian.terhadap pihak-pihak
lain secara lebih luas daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan. itu sendiri.
Tanggung jawab sosial dari. perusahaan merujuk pada semua hubungan yang
terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder ,termasuk didalamnya

adalah pelanggan atau customer ,pegawai,dan lainnya.

Pengungkapan CSR juga mampu mempengaruhi kinerja suatu perusahaan.
Berdasarakan pengamatan di perusahaan dan observasi di lapangan perusahaan ini
mempunyai tanggung jawab yang seharusnya ditunaikan dengan baik dan sesuai.
Dengan begitu desa sekitar dapat terbantu dengan hadirnya CSR ataupun
perusahaan yang.sudah lama berdiri dan-menegelola hasil sawit yang diperoleh.
Walaupu tidak sepenuhnya masyarakat bergantung pada CSR tetapi setidaknya
ada bukti fisik yang sudah nyata dan dilakukan di desa selingkungan perusahaan
khusnya Desa Talau yang berdampingan langsung.dengan perusahaan dan lahan.
Ada beberapa kewajiban PT ‘Musimmas dalam program CSR yang menjadi

kewajiban ditunaikan kepada desa sekitar perusahaan.

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan.

2.Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu didaerah tersebut.

3. Meningatkan pemeliharaan fasilitas umum.
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4. Pembangunan fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk
masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan
tersebut berada. Dan ini merupakan kewajiban bagi PT Musimmas untuk desa

sekitar agar bisa dirasakan kehadiran perusahaan yang dimaksud yaitu CSR untuk

yang ugngguia ' mas dala ya C perikan kepada

Desa Talau

lingkungkungan

dan tanggapan

jawab sosialnya dengan pemerintahan Desa Talau yang saling ada hubungan
timbal balik antaranya pihak yang berkaitan.Kerjasama iniakan memacu sebuah
tindakan yang saling menguntungkan dan adanya timbale balik. Masyarakat Desa

Talau tidak memintak lebih dari perusahaan PT Musimmas ini karena yang

dibutuhkan msayarakat hanya tanggung jawab CSR sebagai perusahaan.
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Kerjasama Pemerintah Desa Talau dengan perusahaan ini sangat penting agar
kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi dengan dibantunya oleh perusahaan
dimana yang termasuk lingkup atau kawasan perusahaan ini. Baik itu
dibidang,pegawai/pekerja,ekonomi,olahraga  kesehatan bahkan pendidikan.
Selama 3 tahun program CSR.2017-2019 yang dilayangkan oleh perusahaan PT
Musimmas itu tidak 100% dilaksanakan dengan menyalurkan kepada msyarakat
Desa Talau. Sehingga wajar_masyarakat berpendapat bahwa tugas dan tanggung
jwab tidak dilakukan “dengan baik. Tidak wajar Sebagal perusahaan yang
beraktivitas di sekitarsan desa,dengan bunyi-bunyian,kendaraan keluar masuk
agar dapat memberika timbal balik kepada desa. Pemerintah Desa seharusnya
diajak dan membahas apa yang diperlukan didesa dalam program CSR yang akan
diimplementasikan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan kehadiran
program CSR dari perusahaan ini.Tidak banyak anggapan atau pendapat
bahwasannya PT Musimmas tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai
perusahaan dalam pelaksanaan kewajibannya kepada desa talau. Telah di atur
dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang
tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Seharusnya PT
Musimmas lebih peduli* dan._ mengerti. terhadap tugas dan tanggung
jawabnya,bukan hanya sekedar menumpang untuk beroperasi dan memetik hasil
saja, tapi harus sadar dengan kewajiban terhadap masyarakat Desa Talau. Selamat
3 tahun program CSR yang di laksanaka di Desa Talau tidak penuh
dilakukan,lebih banyak kurang dari pada lebih,artinya hanya segelitir
dilaksanakan dan itupun hanya dalam waktu tidak sesuai dan kurang dalam

implementasinya.
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Tahun 2017 sampai 2019 kerjasama antara perusahaan PT Musimmas dengan
Desa Talau itu sangat kurang baik, dan hampir tidak ada dilaksanakan yang benar
benar-benar sesuai tanggung jawab perusahaan. Mengapa demikian, karena
kurangnya kesadaran perusahaan tanggung jawabnya kepada Desa Talau sehingga
CSR ini tidak terpenuht, contohnya dalam.bidang oalahraga, pemuda/pemudi
tidak adanya pemberdayaan dari perusahaan,dalam hal perawatan lapangan,dan
kebutuhan lain. Untuk memintaalat’pemotong, rumput saja itu melalui prosedur
yang sangat rumit dan susah. Bahkan bisa jadi tidak duturunkan alat tersebut
karena begbagai macam alasan dari pihak perusahaan PT Musimmas ini. Belum
lagi halnya kesehatan,pendidikan dan lain sebagainya. Begitu juga dalam bantuan
pendidikan selama 2017-2019 tidak adanya proposal dari mahasiswa yang ingin
memminta bantuan dalam untuk biaya perkuliahan.Dengan alasan melalui
prosedur dan pengiriman ke Medan.Ini bukti bahwa CSR tidak dilaksanakan oleh

perusahaan PT Musimmas kepada Desa Talau khususnya.

Jika dilihat dari konteks regulasi sudah rerjadi dinamika dalam pelaksanaan
kolaborasi antara perusahaan dengan desa talau. Desa talau merupakan desa yang
dulu ada dari pada perusahaan ini berdiri. Ini terlihat dari cerita dahulu terjadinya
perselisihan terhadap perusahaan yang membahas tentang perbatasan wilayah
anatara desa satu dan yang lainnya. Belum ada aturan ataupun dasar yang
mengatur tentang perbatasan didesa talau. Masuknya dan berdirinya perusahaan
ini yang menguak kembali perbatasan yang akan menjadi wilayah perkebunan
sawit. Sempat terjadi permasalahan antara penghulu kampong,tokoh adat dan

agama tentang perbatasan wilayah atau tanah. Kondisi ini menjadi tidak membaik
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antara perusahaan dengan desa sekitar khusnya desa talau ini. Mulai dari

perbatsan dan masalah akses jalan yang akan dibuka oleh perusahaan.

Patok tanah pun terlihat sekarang didalam kebun masyarakat yang sebagaian
termasuk dalam wilayah.perusahaan PT Musimmas ini. Dengan secara tidak sadar
masyarakat desa tidak dapat menolak ,dikarenakan sejak dahulu penghulu desa
atau tokoh adat tidak membuat sebuah perjanjian terlulis maka tidak ada dasar
yang menjadi acuan atau;pegangan untuk sebagai,bukti kuat-dalam menolak

perbatasan yang memasuki kebun masyarakat setempat.

Diberlakukannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
diharapkan adanya aturan yang menjadi dasar mengatur tentang desa. Kesatuan
hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ,dan di
kerucutkan menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya
melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam
pelaksanaan hak ‘asal usul terutama=menyangkut pelestarian sosial Desa
Adat,pengaturan .~ dan  pengurusan  wilayah  adatsiding  perdamaian
adat,pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat,serta
pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan yang diatur. Undang-undang
Desa ini didukung dengan PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
peratuaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Nomor 60 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBD,ADD,DD dan pihak
ketiga yaitu dari perusahaan atau sumbaangan dari pihak ketiga tersebut. Ini telah
memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelengarakan proses pemerintahan
desa. Pelakssanaan pembangunan,kesejahteraan,pembinaan masyarakat desa yang

akan menunjang kemajuan desa yang berdassarkan Undang-Undang Dasar 1945.
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Dengan begitu selain sumber dana desa yang telah diatur terdapat sumbangan atau
dari pihak ketiga yaitu salah satunya dari perusahaan yang bertanggung jawab
sosial dan lingkungan terhadap desa sekitar khusnya desa talau. Sebagai desa yang

berdampingan langsung dengan perusahaan dan ikut terdampak dengan

beroperasinya pe a3 i _yan 3 jarusnya memberikan

Tujuan da ntara pe a ta H >T Musimmas

agar manfa asyarakat desa

talau.Selanj kepada desa

selingkunga pun CSR yang

meskinya d

4. Pemberdayaan,pelatihan-p an perkebunan yang dapat membantu

pemahaman kepada perkebunan.
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Tabel 1.1 CSR PT Musimmas Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan
Kuras Tahun 2017.

No | Program CSR Pelaksanaan Jumlah
CSR pelaksanaan
1 0
kali

aksanaan CSR

PTMusimmas,dar i ala esa Talau. Yang

terbantu dalam

dan diperhatikan lebih lagi.
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Tabel 1.2 CSR PT Musimmas Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan
Kuras Tahun 2018.

No

Program CSR

Pelaksanaan
CSR

Jumlah

PTMusimmas ini.Me

Kesehatan

ormne

kehadiran CSR dari perusahaa
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Tabel 1.3 CSR PT Musimmas Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan

Kuras Tahun 2019.

No | Program CSR Pelaksanaan Jumlah

masyarakat khususnya di Desa Talauyang berdampingan langsung dengan lahan
perusahaan yang dimana mereka mengambil hasil dari tanaman yang di produksi
oleh PTMusimmas ini. Melalui CSR ini bisa menjalin kerja sama yang baik
anatara desa dengan perusahaan,adanya hubungan timbal balik yang terjadi

,sehingga ini dapat membuat terwujudnya kolaborasi yang baik bagi untuk desa

maupun perusahaan pt musimmas ini.
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Melalui pemaparan tabel diatas masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaa

CSR dan kolaborasi anatara Desa Talau dengan PT Musimmas ini anatara lainnya;

1. Dalam bidang kesehatan masyarakat Desa Talau.

2. Dalam bidang pendidikan kurangnya bantuan beasiswa dan jangka nya

Kegiatan €Sk : sekitaran PT
Musimmas pyak potensi dan
peluang ya ingkatan dalam

potensi da baik itu

desa Talau yang cenderung mas dalam menerima program sosial
masyarakat. Perusahaan sangat penting bagi desa sekitar jangan sampai tidak
adanya untuk desa dan kerjasama yang baik didalam penyaluran program sosial
masyarakat.Tolak ukur sebuah perusahaan berhasil dalam sosial masyarakat itu

dapat terlihat seberapa peduli dan implementasi CSR kepada Desa Talau ini.

Dengan begitu akan terlihat dari sudut pandang kewajiban yang telah dan belum
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dilaksanakan PT Musimmas ini khususnya di Desa Talau Kecamatan Pangkalan

Kuras.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan

bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

mengurus
a masyarakat
dalam sistem
pemerintah impin Kepala
Desa la a emerintahan dan
sebagaiman
merupakan sebagaia pe asyarakat yang diban ajarannya dan BPD

dalam hal

dan

tombak arah desa sesuai dengan kebijakan yang dibuat,aturan dan lain sebagainya
agar masyarakat setempat terciptanya kesejahteraan baik itu melalui
pelayanan,pendidikan,dan yang menyangkut kepentingan untuk rakyat. Dalam hal
ini dibantu oleh perangkat desa yang menjadi satu kesatuan pemerintahan desa

yang terdapat lembaga lembaga sebagai pembantu menyelenggrakan dan

membuat aturan kebijakan untuk desa. Untuk menciptakan desa yang maju maka
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diperlukannya pemerintahan desa atau pemimpin yang bersih dan tidak memihak
kepada pihak manapun,dalam halnya keluarga,kerabatdan hubungan dara. Agar

tidak terjadinya ketimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa

dala hal ini Pemerintahan Desa.

kerjasama & gangkat judul
“Kolaboras er [ : Des? ) \ng: : Dalam
Pengelolal R T 017-2019 Di Desa Tala atan Pangakalan

Kuras Kab

maka dapat dirumuskan permasalaha elitian ini adalah bagaimana kolaborasi
pemerintahan Desa Talau dengan PTMusimmas dalam pengelolaan CSR di Desa

Talau Kecamatan Pangakalan Kuras ?.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kolaborasi (kerja sama) Pemerintahan Desa

mas dalam..p SR di Desa Talau

<Ny panatt .{p‘

.l

JJJJJ

sebagai pedoman acuan didalam pengelolaan CSR.
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BAB 11

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

waatd

disiplin ilm

ilmu politi

defenisi-defe

eAYRIN A

_‘.‘

ntahan adalah ilmu yang

mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin
bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah antara
lembaga serta antara memerintah dengan yang diperintah.

Menurut H.A Brasz (dalam Syafiie, (2005:21) mengatakan ilmu
pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara

bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik

secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.
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Bagi Musanef (dalam Syafiie, 2011:8) ilmu pemerintahan adalah suatu
ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas,

berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu

dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

menduduki jbatan pemeintah sebagai yang melaksnakan kekusaan.

d. lIstilah pemerintahan juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau
system pemerintahan dalam suatu msyarakat, yaitu struktur dan
pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah

dengan yang diperintah.
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Setidaknya ada empat unsur penting yang terkndung didalam kata
dasar“pemerintah” (Syafi’ie, 2013;3), yaitu sebagai berikut:

1. Dua pihak, yang memerintah disebut pemerintah, dan yang diperintah

disebut rakyat/masyarakat.

Pemerintah tida N me ‘;' a saja a ang klaim bahwa
dialah yang secara e ' gun: an cekuata k memaksakan

dan melaks A : L da rtentu (Labolo,

produk-produk pemerintahan disebut yang diperintah.Hubungan antara yang
memerintah dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintahan. Actor
pemerintahan yaitu merupakan personil dari pemerintah.Dan aktor yang
melakukan tugas tertentu disebut arti pemerintahan. Pemerintah merupakan organ
yang berkewajiban memposes pelayanan civil dan berwenang memposes

pelayanan publik bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga
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setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan,
sesuai dengan tuntutan “harapan” yang diperintah (Ndraha, 2015;6)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah

merupakan seseorang atau badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

yaitu “eksekutif” (merupakan kekuasaan untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan), “legislative” (merupakan kekuasaan untuk membuat
peraturan perundang-undangan), dan “yudikatif” (merupakan kekuasaan untuk
melaksanakan penegakan peraturan peundang-undangan) (Gunawan, 2016;114).
Pada dasarnya, pemerintahan dibentuk untuk menghindari terjadinya

kekacauan oleh kepentingan individu dan kelompok yang saling brhadapan dalam
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ruang waktu tertentu (Labolo, 2017;27). Keadaan ini yang memaksa seseorang
yang dengan pengaruh yang cukup besar yang dapat melinungi, dan mendamaikan
individu dan kelompok dari gangguan pihak lain. Seiring perkembngannya,
mereka memperoleh hak istimewa untuk melakukan apa saja dalam kerangka
menjmin terpenuhunya perlindungan serta keselamatan. Kelompok tersebut yaitu
minoritas yang memiliki otoritas relative tak terbatass dengan tujuan yang dapat
mereka ciptakan atas nama masyarakat (kelarnpok minoritas) atau bahkan atas
keinginan dan kehendak mereka sendiri. Mereka mengklaim sebagai satu-satunya
yang paling berhak mengatur dan memerintah, sehingga berkenan disebut
pemerintah.Dalam mengelola pemerintahan secara. efektif, pemerintah jangan
hanya sebagal penjaga malam yaitu hanya sebagai menjaga ketertiban, tetapi
jangan lupa mengenai persoalan ketentraman dan kesejahteraan, artinya tidak
hanya mampu untuk berkuasa saja, namun harus mampu untuk melayani
masyarakat.

Dalam pengertian yang ringan, pemerintahan merupakan upaya untuk
mengelola dan menjalakan kehidupan bersama secara baik serta benar dalam
mencapai tujuan Yyang disepakati bersama.Pemerintah harus menggunakan
instrument organisasi yang  berfungsi. untuk merealisasikan semua consensus
dimaksud supaya dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan itu.Dalam kaitan
itu, pemerinta dapat ditinjau dari sebuah aspek penting seperti kegiatan/dinamika,
serta tugas dan kewenangan.Kegiatan pemerintahan bersumber pada kedaulatan
serta berIndaskan pada dasar Negara, dan berkaitan dengan segala aktifitas yang
terorganisasi.  Struktur  fungsionlnya menyangkut pemerintahan sebagai

seperangkat fungsi Negara yang satu sama lainnya saling berhubungan dalam
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melaksanakan fungsinya secara fungsional atas dasar tertentu demi cita-cita
Negara. Sementara itu, dalam hal tugas dan kewenangannya berhubungan dengan
keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan secara kongkrit oleh

pemerintah (Labolo, 2017;35).

menunjukkan pada aktivitas

kekuasaan dalam berbagai ranah public, pemerintahan itu merujuk pada
pemerintah itu sendiri, namun ia berkitan pula dengan aktivitas dalam berbagai
konteks kelembagaan dengan tujuan mengendalikan, mengarahkan, serta
mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah public seperti kepentingan

warga Negara, para pekerja, maupun pemilik suara.
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Robinson dalam Labolo (2017;23) mengatakan bahwa, pemerintah lebih
mengacu pada proses pengelolaan public, pengelolaan sumber daya umum, serta
model pengurusan masalah-masalah umum. Menurutnya terdapat tiga kontek

penting yang menjadi sentrum dalam perbincangan pemerintahan, yaitu

berkaitan dengan

3 a
H\h\“ .Q hadap orang

menjalankan ke : adap ; N dengan seberapa

wajar dan pa ya kekua ~ pem: ‘;' 2\ an, mengingat
pemerintah

transparansi

5
2

D
.‘5“
D
QO
w
<
QD
=
QO
oy
5
wn
@D
o
D
«Q
2

a. Memiliki angkatan perang Sebagai suatu kekuatan militer yang dapat
mempertahankan Negara sendiri dari segala bentu invasi dan serangan
dari Negara lain;

b. Pemeintah harus mempunyai badan yang dapat membuat hokum bagi
Negaranya (legislative) sebagai proses penyelenggaraan Negara dan

pemerintahan;
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c. Pemerintah harus memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai
untuk pembiayaan rumah tangga suatu Negara.

Pemerintah adalah sebuah system multi proses yang bertujuan untuk
melindungi dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-jasa
public dan layanan civil. Tuntutan yang dipeintah berdasarkan berbagai posisi
yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereigen, sebagi consumer, pelanggan,
yang tidak berdaya, dan sebagainya. -Siklusspemerintahan bermula pada suatu
waktu saat' terjadi. pemerintahan, artinya terbentuk hubungan antara yang
diperintah dengan yang memerintah brdasarkan berbagai cara. Jika seandainya
ketika itu terjadi kesepakatan bersama, dalam bentuk perjanjan, maka siklus
tersebut berawal dari janji ataupun komitmen yang lahir dari kehendak bebas dan
berakhir dengan percaya yang lahir dari pertanggung jawaban.Akan tejadi
kesepakatan janji berikutnya tergantung dari tingkat kepercayaan, demikian terus
menerus. Darl percaya, tumbuhlah harapan dalam menghadapi masa yang akan
datang. Pertanggung jawaban pemerintahan adalah pertanggung jawaban
individual “pribar” pelaku pemerintahan terhadap setiap consumer secara pribadi
dan individual dalam. hubungan pemerintahan;. sehingga setiap peristiwa
pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan (Ndraha, 2015;6).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpilkan bahwa pemerintahan
merupakan perbuatan atau cara urusan dari badan yang memerintah.

Dalam mengkaji pemerintahan, setidaknya kita harus tau apa itu ilmu
pemerintahan. Telah tercat berbagai defenisi ilmu pemerintahan dalam berbagai
pustaka. Menurut D.G.A.Van Poelje dalam Syafi’ie (2013;4) mengatakan bahwa

“ilmu pemerintahan mengarahkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin
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dengan sebaik-baiknya”. Sedangkan menurut C.F.Strong: “pemerintahan dalam
arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara keamanan serta kedamaian

Negara, keluar maupun kedalam”.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari du sudut:

at diterima oleh yang

S TSN
ol

5‘@

lingkup ilmu

kewenangan, I lika ewajiba dan memenuhi tanggung

jawabnya;

g. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu;

h. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan
kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya;

i. Bagaimana supaya kinerja pemerintah sesuai dengan tuntutan yang

diperintah dan perubahan zaman?
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3. Konsep Pemerintahan Daerah
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dinas

rafi yang tidak

sebagian
a penetapan asas

, daerah memiliki

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari
asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.Asas tersebut
dapat diuraikan sebgai beerikut:

a. Desentraliasi, merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
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b. Dekonsentrasi, “merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan
oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada

instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan

bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”.

nasional, setelah mereka melewati karir politik di daerahnya (Rozak, 2011;139)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi yang luas.
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4. Konsep Otonomi Daerah
Istilah otonomi daerah dimaknai sebagai konsekuensi dari dianutnya
bentuk Negara kesatuan dengan system desentralisasi. Pengturan tentang

pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat “central government” dengan

2011;3).

Otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom ntuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat
dan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi
daerah juga dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengurus

dan mengatur rumah tangga daerah berdasarkan dengan peratran perundangan
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yang berlaku (Winarno, 2013;206). Menurut undang-undang, otonomi daerah di
Indonesia didasari pada otonomi nyata, luas serta bertanggung jawab.Otonomi
yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan

pemerintahan pada bidang tertentu yang secara ketara diperlukan, serta tumbuh,

wewenang

daerah me /1S ] ang lingkup utama

mekanisme pengambilan keputusan yang mengerti dan terhadap azas
pertanggung jawaban publik.

2. Bidang ekonomi, memiliki makna bahwa otonomi daerah menjamin

lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, serta

mendorong peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan
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lokal kedaerahan wuntuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi
ekonomi di daerah.

3. Bidang sosial dan budaya, memelihara serta mengembangkan tradisi,

nilai, bahasa, karya seni, karya cipta, serta karya sastra lokal yang

lam ' at untuk merespon

o | ISR A N .M

bungan dalam

merupakan suatu system yang berfungsi bersama-sama dengan system lain dalam
system yg lebih besar, dimana keseluruhan system itu saling berinteraksi
(Rahardjo Adisasmita, 2011;16). Oleh sebab itu, desentralisasi pemerintahan
merupakan pelimpahan kewenangan serta fungsi oleh pemerintahan pusat kepada

pemerintahan daerah. Tujuan dari desentralisasi yaitu:
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a. Desentralisasi Politik, yaitu bertujuan memperbaiki pelaksanaan
mewujudkan keadilan dan demokrasi dalam bidang politik.

b. Desentralisasi Administrasi, berupaya untuk meningkatkan efisiensi

dalam pengelolaan pelayanan masyarakat.

menyelenggarakan apa saja yang sudah menjadi keharusan daerah dalam
menjalankan dan mengatur urusan pemerintahan di daerah yang dianggap perlu
untuk kepentingan masyarakat di daerah (Syaukani,2004;23).

Otonomi daerah bisa kita lihat tiga aspek dalam hal peningkatan
kewenangan daerah serta kemampuan daerah untuk mengtur dan mengurus

kepentingan masyarakat, yaitu:
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a. Aspek Kewenangan, dengan adanya otonomi daerah maka akan terjadi
penguangan kewenangan yang dimiliki oleh pusat maupun provinsi.

Sedangkan bagi kanupaten/kota akan terjadi penambahan kewenangan

yang dimiliki.

VA E

HNALN AN

<ot

=
S5

3
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=
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=
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Jadi
kewenanga
berdasarkan
sesungguhnyz
pengolaan Neg
pemerintah daera
pmbangunan wilyal s meintah daerah harus benar-
benar  mengeksplorasi

potensi  penerimaan  dan

pembangunan.Baik dari segi kekayaan sumber daya alam yang ada, pajak,

retribusi bukan pajak, serta infestasi asing.

5. Konsep Kewenangan
Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hak dan
kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak untuk bertindak, kekuasaan untuk

membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada
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orang lain. Menurut HD Stout dalam Ridwan (2013;71) mengatakan bahwa
wewenangan merupakan pengertian yng berasal dari hokum administrasi
pemerintahan, yang bisa dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan

perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public

antribusi “ye ena el an ya i | furan pperundang-

undangan atau ah dia : aku”. Yang kedua

(Ndraha, 2015)

Dari devinisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan
merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang pejabat atau institusi yang bertindak
mnjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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6.Konsep Kolaborasi

Kolaborasi menurut Raharjo (2010;222) Merupakan konsep relasi antara
organisasi ,relasi antar pemerintahan ,dan aliansi strategi dan networks multi
organisai. Kolaborasi membahastentang kerjasama dalam bidang tertentu dengan
pihak lain agar terjalin sebuah kecocokan dengan kesepakatan yang telah dibuat.
Untuk itu didalam kerjasama haruslah seimbang baik itu pelaksanaan,hasil,dan
sebagainya. Dengan begitu. kita ‘dapat melihat ‘berhasil tidak nya kolaborasi itu
sendiri. Harus lah arahan dan susunan kerja yang akan dilakukan ,pengkordinir
dan pola pola seperti apa yang akan di lakukan dalam penerapannya di masyarkat
desa ataupun tempat lain. Kepercayaan dari stakeholders itu merupakan yang
harus dijaga dalam berkomitmen disertai dengan sumber daya yang memadai.
Dimulai dari cara mengatur,mengelola dan melaksanakan nya. Adanya saling
interaksi melalui negosisasi baik  bersifat normal maupun tidak dan harus
mempunyai sikap saling percaya.satu, dengan-lainnya. Inilah yang akan menjadi
tanda dan awalan baik dalam kerkolabirasi dalam pengeolan apa yang telah
dijelaskan dalam perjnjian. Adapun menurutAnsel dan Gash (2007;544)
menjelaskan kolaborasi . pemerintahan sebagai. sebuah pengaturan yang
mengatursatu atau lebih lembaga public atau non public secara langsung terlibat
dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang brsifat formal ,berorientasi
,consensus dan bersifat musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau
mengimplementasikan kebijakan publik atau pengelolaan persoalan publik.
Artinya ada terdapat pengambilan keputusan antar pihak yang akan bekerjasama

dalam perjanjian untuk kedepannya.
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Kolaborasi semata-mata tidak hanya menguntungkan atau hanya sepihak saja
yang mendapatkan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Menurut Ansell and
Gash,2009 (Sudarmono,2009:123) pengertian kolaborasi secara umum dibedakan
ke dalam dua pengertian: (1) kolaborasi dalam arti proses,artinya ada terdapat
proses didalam kelaberasi diantara sesuai _yang disepakati.anatara kedua belah
pihak yang terlibat. (2) kolaborasi dalam arti normatif,merupakan serangkaian
proses atau cara mengatur ,mengelola.atau‘memerintah secara institusional. Dalam
hal ini sejumlah institusi dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan
tujuannya. Sedangkan dalam penegrtian normatif merupakan aspirasi atau tujuan-
tujuan filosopi bagi pemerintahan untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan

para fatner atau mitranya.

Sementara itu Dwiyanto (dalam Febrian Ade ,2016:203) menjelaskan secara
terperinci  bahwa dalam  kerjasama kolaborasi  terjadi penyampaian
visi,tujuan,strategi,dan  aktivitas.- antar pihak;mereka masing-masing tetapi
memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki
otoritas dalam mengelola organisasinya. Walaupun mereka tunduk kepada
kesepakatan bersama tetapi masih ada hak-hak yang membuat mereka dapat
mengambil keputusan secara independen tanpa adanya unsur dari pihak manapun
yang memengaruhi keputusan tersebut. Dengan begitu kolaborasi antar mitra akan
terjadi semana mestinya yang diinginkan dan tetap terjaga kerjasama yang baik
didalamnya. Menurut Steven Balogh (2011:2) bahwa kolaborasi pemerintahan
merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan
keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif

berasal dari berbagai level dalam tataran norma dan nilai bersama dalam
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kerjasama. Ada tiga dimensi menurut Stephen Balogh salah satunya dimensi
pertama digambarkan dengan kontak terluar yang merupakan ruang lingkup yang
menaungi diantaranya ; a) Resouce Condition ( sumber daya yang dimiliki). b)

Policy and Legal Framework (kebijakan dan kerangka hukum). c) Level of

Issue
politik). g)

7.Konsep
Sebelum  memahz nsep arus Ig engerti tentang
pengertian CS Ing- indang pt Y ab sosial dan
lingkungan & pembangunan
ekonomi berke jkatka as kehid ‘ﬁ dan lingkungan

Menurut Untung (dalam Hartini 2015;179) CSR merupakan bentuk tanggung
jawab perusahaan terhadap lingkungan nya bagi kepedulian sosial maupun
tanggung jawab lingkungan dengan tidk mengabaikan kemampuan dari
perusahaan. Tidak wajar perusahaan mengabaikan kewajibannya terhadap desa
sekitar baik itu sosial dan lingkungan,agar desa tersebut dapat terbantu dengan

adanya CSR yang diberikan,meskipun tidak cukup. Dengan begitu adanya
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kehadiran perusahaan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan kewajibaan
perusahaan dalam peneyelengraan CSR haruslah didasarkan pada tujuan untuk
membangun sumber daya manusia yang handal dimasyarakat tersebut,mengurangi
kemiskinan,mendudkung tata kelola lingkungan dan sosial yang ada di desa

lingkungan.

CSR adalah kepedulian perusahaan yang harus ditunaikan apabila tidak maka
perusahaan tersebut telah-melanggal Pasal 74" Undang-Undang No40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas. Maka dari itu wajib bagi perusahaan dalam

melaksanakan CSR kepada desa sekitar perusahaan.

Berikut adalahperaturan yang mendukung pelaksanaan CSR di Indonesia,
yakni : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(UUPT)Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diatur dalam Pasal74
yang menjelaskan sebagi berikut; (1) Perseroan yang menjalankankegiatan
usahanya di bidang dan/atau “berkaitan *dengan sumber daya alamwajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (2) Tanggungjawab sosial
dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakankewajiban
Perseroan yang dianggarkan.dan diperhitungkan sebagai biayaPerseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutandan kewajaran; (3)
Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; (4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Perusahaan sebagai suatu perusahaan yang menjaga keseimbangan antara

kepentinganekonomi dan kepentingan sosial serta lingkungan merupakan prinsip
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utama saatini.Hal ini secara tidak langsung telah mempengaruhi kedudukan CSR
itu sendiridi mata pengusaha.Pergeseran paradigma tanggung jawab perusahaan
danperkembangan  tentang  penerapan CSR  dewasa ini  semakin
menunjukanpentingnya peranan perusahaan dalam menjaga Kkelestarian
lingkungan dankesejahteraan masyarakat, selain kewajibannya kepada pemegang
saham..Gambaran mengenai kedudukan - perusahaan sebagai bagian dari
masyarakat yang lebih luas(stakeholders) dapat,dilihat dari bagan yang dijelaskan
oleh Nor 'Hadi yangsejalan dengan pendapat Archie’ B. Caroll.11 Perusahaan
dalam menjalankanoperasionalnya mempunyai empat tanggung jawab terhadap
masyarakat luas. Menurut Muhammad R (2012;7) - CSR merupakan sebuah
pedekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi
bisnis mereka sendiri dalam interkasi mereka dengan pemangku kepentingan.
Dalam Undang-Undang Minerba, CSR ditunjukkan dalam bentukpengembangan
dan pemberdayaan masyarakat setempat, . .pemanfaatan- tenagakerja dan
pengikutsertaan pengusaha lokal. Keberadaan perusahaan pertambanganidealnya
bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan secara internal, melainkanmembawa
dampak positif bagi masyarakat hukum “adat .prinsip dasar CSR
adalahmemberdayakan masyarakat sekitar.yang notabene miskin agar terbebas
darikemiskinan. Harapan dari pelaksanaan CSR selain memberdayakan
masyarakat,dari sisi perusahaan, agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan.
Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat hukum adat tidak baik, maka
dapat dipastikan akan timbul masalah dalam aktivitas perusahaan, terutama
dalampelaksanaan CSR yang hingga saat ini pengetahuan serta perhatian

masyarakatmasih minim.
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Table I1. 1. Persamaan dan Perbedaan Pnelitian Ini Dengan Penelitian Yang

Telah Lalu

Nama
Penelitian/Tahun

,;‘g{\i\‘l

Judul
Penelitian

2
’

%

i

“

2

| —

pengembangan

kawasan minipolitan

dikabupaten

sidoarjo).

Persamaan

Perbedaan

1.
Menggunakan
konsep
analisis
SWOT

2. pt (TBBM)

3. Lokasi
penelitian  di
bali

1.lokasi

peneltian.

penelitian
kualitatif

1.lokasi
kabupaten
sidoarjo.

B.Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini merupakan sebuah diagrarm yang dapat menjelaskan

secara garis besar alur logika dari suatu penelitian. Berikut ini adalah kerangka
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pikiran tentang Kolaborasi Pemerintah Desa Dengan PT Musimmas Dalam
Pengelolaan Corporate Sosial Responsibility Tahun 2017-2019 Di Desa Talau
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.:

Gambar I1. 1. Kerangka Pikiran Tentang Kolaborasi Pemrintahan Desa
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awal)
6. Political dynamics (Dinamika politik)
7. Network connectedness (Jaringan yang terkait)

( Stephen Balogh 2011,dalam Febrian Ade 2016 )

4

Penigkatan Kolaborasi Dalam Pengelolaan CSR
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C. Konsep Operasional
Adapun yang menjadi konsep oprasional dalam penelitian mengenai
Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan CSR

Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Republik Indonesia.
4. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hak

dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak untuk bertindak,
kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan

tanggung jawab kepada orang lain.



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

44

5. Kolaborasi menurut Raharjo (2010;222) Merupakan konsep relasi

antara organisasi ,relasi antar pemerintahan ,dan aliansi strategi dan
networks multi organisai.

6. CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam

eningkatkan kualitas

ani ‘
“ .t J i perseroan
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D. Oprasional Variabel

Tabel 11.2 Konsep Oprasional Variabel Kolaborasi Pemerintahan Desa
Dengan Pt Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-
2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

yang
dasar

P
[
=
s
8
=
g
<
QD
E

“\\\ vAhHN E
m g =

vt" ermasalahan  yang
" liada dengan
lingkup/
konteks

menaungi

Ketidak  berhasilan
yang terjadi.
Permasalahan politik
yang terjadi.
Pihak-pihak  yang
bekerjasama.
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BAB IlII
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

ng dibutuhkan

dalam penelitia er umen, ‘ 1 ata yang bersifat

B.Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini akan
dilakukan di wilayah Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Pelalawan. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena ingin mengetahui

seberapa terjalinnya kolaborasi dalam pengeloaan CSR di Desa Talau.
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C. Informan
Peneliti menggunakan Purposive Sampling karena informan yang diambil
tersebut di kantor kepala Desa Talau. Berikut ini adalah informan dalam

penelitian ini:

Tabel 111.1: > Ke ' 3 enelitian Kolaborasi

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari
seluruh responden melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan
masalah penelitian Kolaborsai Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam

Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau.



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

48

2. Data Skunder
Data Skunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau
pengolahan data yang bersifat dokumentasi berupa penelaahnya terhadap

dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan.Data

menggunakan

gsung dilapangan
terhadap obj sehingga dapat

dicocokkan : 3 ati i jan fakta yang ada

jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka
pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses
penelitian ini menggunakan teknik wawancara tertekstur yang dilakukan dengan

pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.
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3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak

langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal,dan lain-lain

sebagainya.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 111.2: Jadwal waktu kegiatan |penelitian Kolaborasi Pemerintahan

Desa Dengan Pt Musimmas Dalam (Pengelolaan CSR Tahun
2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan.

Bulan dan Minggu ke

No | Jenis Kegiatan Feb-Mar | April | Mei Juni Juli Agust
1g
1 Penyusunan UP
5 Seminar UP
3 Revisi UP
4 Revisi Kuisioner
Rekomendasi
5 | Survei
5 Survei Lapangan
- Analisis Data
Penyusunan
Laporan Hasil
8 Penelitian
Konsultasi Revisi
9 | Skripsi
Ujian
10 | Komferehensi
SKripsi
11 | Revisi Skripsi
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BAB IV

GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupetn Pelalawan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Sejarah Singkat Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah
kerajaan = Pelalawan yang ¢ pusat " kerajaannya., berada di pinggir sungai
Kampar.Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa
pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822).

Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan
yang memerintah pada tahun 1940 -1945. Berdasarkan.Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi
Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di
Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu
di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 13.924,94
Km?2 dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu kecamatan:
Langgam,Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas
12 wilayah kecamatan, yang meliputi 106 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan
yang belum memliki kelurahan, yaitu Kecamatan Bandar Seikijang dan Bandar
Petalangan.Pada tahun 2001 kepala daerah Kabupaten Pelalawan ditunjuk oleh
DPRD dengan pasangan H.T Azmun Jaafar dan H. Anas Badrun. Kemudian bulan
Februari 2006, dilakukan pemilihan kepala daerah langsung pertama dengan

pasangan terpilih H.T Azmun Jaafar dan Drs H Rustam Efendi sebagai Bupati dan



51
Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2006-2012. Pemilukada tahap kedua
di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012. Kabupaten
pelalawan berpusat di Pangkalan Kerinci yang berada di ujung pelalawan
berbatsan lansung dengan kecamatan lain yaitu siak.

Kabupaten Pelalawan dengan._luas 13.067,29 km?, dibelah oleh aliran Sungai
Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan
dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten: Pelalawan memilik beberapa pulau yang
relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-
pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Pulau

Ketam, dan Pulau Untut.

Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah
membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93 % dari total
keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi
dengan karakteristik tanah/pada bagian tertentu ibersifat asam dan merupakan

tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi

Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar, yang

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Rl Nomor.53 Tahun 1999. Pada awalnya
terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan
Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No0.138/1775/PUOD
tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di
Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan)
kecamatan, yang terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi
berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan

dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya


https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kampar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kampar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Mendol
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar
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Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten

Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan.

Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti

#
&
£
=4
>
)
Z
o
3
s
&
o
4

2. Visi Misi

AL

Membentu
Meningkatke

pelayanan d

sarana 3 sarana ~ Mengedepankan

satu unsur pelaksanaan
Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa
yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh

Pemerintahan Desa.


https://id.wikipedia.org/wiki/Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karimun
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir
https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir_Penyu,_Indragiri_Hulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru
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Struktur  organisasi merupakan suatu sistem pembagian  tanggung
jawab,wewenang serta penetapan hubungan antar unsur-unsur organisasi dalam
pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnnya. Tujuan

dan sasara ini hendaknya dicapai dan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan

ebijakan yang

WARALNS

Q “ﬁ

¢

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan;
dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
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2. Sekretaris Desa
1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan

melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan

penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

pkan bhahan

kepala desa

esa diberhentikan

kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

2. Fungsi:

= Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat
keluar serta pengendalian tata kearsipan

= Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa

= Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
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= Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat
tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor

= Pengelolaan administrasi perangkat Desa

= Persiapan bahan-bahan laporan; dan

2. Fun

hukum Desa.

2. Fungsi:

= Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan

= Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan
keputusan Kepala Desa

= Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
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= Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
= Persiagpan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan

kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan Desa

gi warga Desa

mendapatkan

kartu

Surat Keterangan Lalu Lintas
Surat Keterangan NTCR
Surat Pengantar Pernikahan
Surat Keterangan Naik Haji

Surat Keterangan Domisili
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16. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
17. Surat Keterangan Pindah
18. Surat Keterangan Lahir/Mati

19. Surat Keterangan Ke Bank dll.

20.

21.

22.

23. aan an a seli Hasil E ” kenakan dari
24. 3 ' ' 96 nah dikenakan dari
25.

26. ipp N33 ¢ wa Sarana dan BUMGdes;
27 mlah anggaran

bahan perumusan kebijakan tel enyusunan Program Keagamaan serta
melaksanakan  Program masyarakat dan  sosial
kemasyarakatan.

2. Fungsi:

= Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan

= Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan

beragama
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= Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan

masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan

= Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

7.Kepala Dusun

1. Melakukan koordinasi te annya pemerintah desa, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun

2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

yang menjadi tanggung jawabnya

3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya

gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
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4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan

ketrentaman dan ketertiban masyarakat

5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

D. Sumber Daya Pem ahan Desa Talau

organisasi Pemerinta De ari  Kepa Desa, Sekretaris

Desa,Kaur

NO

7 Kepala Dusun

Sumber : Kantor Kepala Desa Talau 2020
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E. Struktur Organisasi Pemerintahan Kepala Desa Talau

KASI
PEMERINTAHAN

M. JAMIL LUBIS

i disay yejepe 1 udwnyp

Kepala Desa

SYAHRIL
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RETARIS

IUL BASIR.S

KAUR KEUANGAN

EVA ERPIANA

EPALA DUSUN lII

RAMLI
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BAB V

Hasil Pembahasan Dan Penelitian

A. Indentitas Informan

Dalam bab V ini_penulis akan menjelaskan data=data yang penulis peroleh

{
_|
=
@
=
98]
QD
o
QD
5

A3

_i\é\‘%\"ﬂ

Pernusyaw:
Untuk

keterangan

B. Usia Inf

-
-

ini agar dapat di lihat denga dapat dipahami. Berikut daftar usia

informan:
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Tabel V.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

No. Umur Jumlah (Orang)

1 25 —40 Tahun 3

Sumber :

latar belakang
usia bahwa sia 40-50 tahun

usia ini terdapa 20 s apa s au d asyarakat.

Jumlah (Orang)

Laki-Laki 4
2. | Perempuan 0
Jumlah 4

Sumber : Hasil Olah Data Penulis Tahun 2021
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Berdasarkan tabel yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin
berdasarkan identitas responden yaitu laki-laki berjumlah 4 orang sedangkan

perempuan berjumlah 0 orang.

D. Tingkat Pendidikan

berguna S

e\

memberike

yang penu

Tabel V.3

No.

|/ANANATN

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang
terdapat pada identitas respoden yang penulis angka adalah terdapatnya 2 orang

lulusan SMA, 2 orang lulusan strata 1 (S1).
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E. Nama dan ldentitas Informan

Berdasarkan hasil peneliti yang dibuat penulis maka nama-nama serta
identitas jabatan seluruh informan akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai

berikut:

Tabel V.4 I\

F. Kolaborasi Peme sa Denga asl alam Pengelolaan

Talau dengan PT Muismmas dsalam pengelolaan CSR, karena ini dapat
membantu desa sekitar dalam mensejahterakan masyratakat ataupun desa. Baik itu
ekonomi ,kesehatan, olahraga,dan fasilitas lainnya. Sehingga akan ada
keseimbangan antara PT Musimmas dengan Desa Talau yang berdampingan
secara langsung dan terjalin kolaborasi yang semestinya dan melaksanakan

program CSR yang menjadi keharusan diamanatkan di dalam Undang-Undang
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Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang memuat kewajiban bagi
perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur

dalam pasal 74.

Pada bagian ini _penulis akan menjelaskan beberapa analisis jawaban

pakan sebuah

daerah yang a Se ilu de ; ebuah desa yang
sekarang le perumahan PT
Musimmas di Desa Talau.
Menurut pe Daya Manusia
merupakan jasa.@ ha Ke i 0E am proses produksi.
Dalam hal in g dilakukan oleh
£ %
seseorang dalam ‘ ol m -T'i" atu barang atau jasa.

5 akan menambah membantu

Dengan ada nya sumbe a ‘\“

untuk mensejahterahkan masyare gan dibantu adanya pemberdayaan
dan pengelolaan yang baik dan benar sehingga pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki terarah dan berdampak bagi desa baik itu bidang,ekonomi,sosial dan

masayrakat.

Berikutnya wawancara penelitian dengan Kepala Desa Talau Bapak Syahril

pada tanggal 10 September 2021. Beliau mengatakan bahwa :
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“Talau ini merupakan dulunya sebuah kampung yang di buat atau terjadinya
sebuah kampung yaitu oleh anak raja pelalawan dari Johor Malaysia. Dan
berkembang di pimpin oleh Monti Rajo,dengan berjalannya waktu,semakin
banyak orang bermukim disini sehinnga menjadilah Desa. Kita juga dapat
melihat apa saja yang menjadi sumber daya yang dimiliki desa ini yang menjadi
nilai tambah atau bonus dari orang tetua dulu dan sekarang ini, salah satunya
hutan adat (Kepung Sialang) ini menjadi sumber daya yang dimiliki desa Kkita,
selain SDM nya,peternakan sapi.desa kita.ini;sehingga setiap untuk acara hari
raya Qurbantidak lagi membeli sapi daerah luar,sapi kita lebih bagus,gemuk,dan
sehat. Oleh karena ini kami sebagai Pemerintahan Desa akan memberdayakan
apa sumber daya yang dimiliki oleh desa ini sebaik dan semaksimal mungkin.
Sehingga dampak dan manfaatnya terasa sampai ke, masyarakat Desa Talau, dan
tidak terlepas dalam bidang seni,kerajinan desa kita~ini dan sudah di kenal di
daerah lain juga”

Dari pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber daya
dimiliki oleh Desa Talau ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat setempat
namun masih.ada kekurangan dalam pengelolaan yang belum maksimal yang
dilakukan oleh desa kepada sumber daya yang dimilki. semoga untuk kedepanya
akan maksimal dan berdampak bagi masyarakat baik secara pengelolaan dan
penyalurannya. Seharusnya sumber daya yang dimilki menjadi gambaran sebuah
kualitas dan usaha yang dilakukan desa, untuk memanfaatkan agar sebuah desa
dapat menghasilkan ‘suatu barang atau jasa yang-benar-benar berdampak bagi

masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara penulisa kepada Sekretaris Desa Talau Bapak Samiul

Basir Sinaga. Beliau mengatakan:

“Saya melihat desa kita ini lumayan dalam bidang sumber daya ,kenapa saya
bilang begitu yang paling menonjol di desa ini yaitu dalam bidang perekebunan,
antara lain,sawit 65%,getah (karet)35%, belum lagi hasil peternakan sapi didesa
ini,saya lihat semakin maju dan peminat semakin banyak juga,karena masyarakat
terasa hasil dan manfaatnya dari peternakan ini disamping dari mayoritas
berkebun saja. Meskipun dalam pengelolaan belum begitu baik,tapi tidak
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masalah juga,kami sebagai pemerintahan desa akan selalu menjadi garda
terdepan untuk memfasilitasi untuk masyarakat”

Berdasrkan pernyataan di atas Desa Talau ini lebih banyak perkebunan
dibandingan sumber daya yang lainnya, dengan begitu yang berkembang dan
maju yaitu dalam bidang peternakan,karena peminat dan hasilnya sungguh nyata
dan dapat dirasakan olen masyarakat dan Desa Talau ini, walupun masih ada

dalam pengelola nya masih banyak kelemahan dan kekurangan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan - Ketua Badan

Permusyawaratan Desa Bapak Arisman S.Pd. Beliau mengatakan ;

“sebagal penampung dan penyampaian aspirasi masyarkat saya melihat ada
beberapa sumber daya yang menjadi sumbangsih bagi Desa Talau ini, kita
melihat dari sisi peternakan dulu, sangat teras bagi masyarakat dalam pembelian
hewan kurban dalam Hari Raya Idul Adha, salah satu keuntungannya ialah kita
bisa membuat harga sesame satu kampung artinya,jauh lebih murah dari diluar
sana, belum  lagi pemuda/l di desa ini lumayan dalam bidang
prestasi,olahraga,dan kepandaian di dalam bidang seni dan sebgainya, hanya
saja belum ada hambatan-hambatan kectl ' yang menjadi kelemahan dalam
pengelolaan,tapi-menurut saya ini sudah cukup dan masih dapat kita tingkat kan
dan kita perjuangkan dalam hal yang bermanfaat besa bagi desa”

Dari pernyataan di atas desa talau mempunyai sumber daya yang dimiliki
dann menjadi keuntungan bagi desa dan masyarakat. Maka dengan adanya sumber
daya yang di miliki ini dapat dikelola dan mendapatkan pperhatian khusus dari
Pemerintahan Desa dan seterusnya. Seharusnya pengelolaan sumber daya
dilakukan dengan baik agar tepat sasaran dan bisa berguna untuk keberlangsungan

di dalam masyarakat maupun bagi desa tersebut.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Masyarakat Miro Saputra

S.Pd. Beliau Mengatakan :
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“Kelihatanya desa kita ini dalam pengelolaan sumber daya dimiliki sudah
menjadi perhatian khusus dari mulai Program desa dalam pemeberdayaan
sumber daya, saya sebagai yang mempunyai ternak sapi,menurut saya ini salah
satu sumber daya dimiliki desa,karena ini yang sudah banyak dampak dirasakan
masyarakat,ada yang bisa beli motor meskipun kredit,untuk biaya nikah dan
keperluan lainnya. Dari sini kita dapat melihat manfaatnya luar biasa,diluar hasil
pertanian dan lainnya

beliau mengatakan :

“Sebagai Pemerintahan Desa ada beberapa kebijakan yang menjadi
kesepakatan bersama dalam kerjasasama antara desa dengan perusahaan.
Dalam hal ini sebagai kebijakan dan kesepakatan bersama, ketika desa
memerlukan bantuan,contohnya,peminjaman alat berat untuk memperbaiki jalan
yang rusak, dan meminta bantuan dalam hal kesehatan dan lain sebagainya.
Tentu dalam hal ini perusahaan memang bersedia dalam membantu apa yang
desa perlukan™
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Dari wawancara di atas kebijakan yang dilahirkan yaitu hasil kesepakatan
kedua belah pihak yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Tidak terlepas juga
dengan terjalinnya hubungan baik antara desa dengan perusahaan,sehingga
terjalinnya kerjasama dan kebijakan yang saling menguntungkan. Seharusnya
sebuah landasan_untuk menentukan kebijakan-dan hukum.harus ada ,agar apa
yang dilakukan ada dasar sebuah kebijakan yang berlaku di tengah-tengah
masyarakat. Dan menjadi pedoman pengambilan keputusan sesuai kebijakan yang

berlaku.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa

Bapak Samiul Basir Sinaga beliau mengatakan:

“Kebijakanitu sebenarnya hanya kesepakatan saja waktu rapat ataupun
pertemuan dengan manager dan humas perusahaan saja. Dengan begitu
terjadilah sebuah kebiajakan bersama, yang jelas apabila desa memerlukan
bantuan dari perusahaan maka desa akan meminta bantuan,tapi dengan begitu
sesuai dan kemampuan dan kesiapan perusahaan juga, Contoh meminta bantuan
dana dalam prepesal bola,penbaikan jalan dansebaginya *

Dari wawancara di atas kerjasama sehingga adanya hubungan baik antara desa
dengan perusahaan dan ini dapat mendorong dan membantu desa sessuai dengan
adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Seharusnya sebuah desa mengatur
dalam keputusan dan membuat aturan diperlukannya sebuah landasan hukum atau
kebijakan secara tertulis karena ini akan menjadi legal dalam membuat sebuah

keputusan dan berdasar atas aturan dan hukum yang berlaku.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ketua Badan

Permusyawaratan Desa Bapak Arisman S.Pd beliau mengatakan:
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“Sejauh yang tahu dan selama saya menjabat kebijakan dan hukum itu tidak
ada secara tetulis yang dibuat antara desa dengan perusahaan, yang saya lihat
hanyalah apabila desa memerlukan bantuan misalnya yang bersifat desa tidak
memiliki peralatan dan perlengkapan tidak dimiliki desa,jadi ke perusahaan lah
meminta bantuan, ini karena adanya kebijakan atau kesepakatan dengan
perusahaan, contoh alat berat dan lainnya

Dari hasil wawancara di atas bahwa kebijakan secara tertulis itu tidak ada
antara desa dengan perusahaan namun sudah ada menjadi sebuah kesepakatan
bersama waktu pertemuan.dan rapat yang diadakan; Dengan begitu desa dapat
terbantu dengan adanya bantuan dari perusahaan ini. Seharusnya landasan dan
sebuah kebijakan itu penting didalam membuat kebijkan atau aturan. Dengan
demikian dasar sebuah kebijakan mesti ada sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tanpa adanyalandasan hukum dan kebijakan secara tertulis maka itu bisa terjadi

permasalahan karena legalitas yang sah dan nyata itu tidak bisa dibuktikan.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Masyarakat Bapak Miro

Saputra S.Pd beliau mengatakan .

“Kebijakan yang tertulis sepengetahuan saya itu tidak ada namun sewaktu ada
rapat dengan perusahaan masyarakat itu sering meminta bantuan apabila adanya
jalan rusak, babat lapangan bola,dan bantuan proposal kalaun ada kegiatan
acara hari besar, dan sejauh ini masih, berjalan dengan lancar antara
perusahaan dengan desa”

Dari hasil wawancara di atas tidak ada kebijakan yang tertulis namun apabila
desa memerlukan bantuan maka perusahaan bersedia dalam memberikan bantuan
kepada desa. Karena ini telah adanya kesepakatan bersama apabila desa sekitar
memerlukan bantuan maka perusahaan dengan semampunya membantu.
Seharusnya legalitas sebuah aturan itu sangat penting dan dasar hukumnya harus

lah jelas dan berlaku. Meskipun perusahaan memberikan bantuan kepada desa,
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namun dalam aturan yang resmi itu semestinya ada, agar bisa saling memahami

dan terhindar dari adanya kesalah pahaman.

3. Konflik Antar Kepentingan

Konflik antar kepentingan merupakan permasalahan yang wajar ini merupakan
hal yang sudah’ lumrah  antara pihak-pihak yang mempumyai kepentingan.
Tentunya ada perbedaa pandangan dan pespektif berbeda sehingga adanya
gesekan-gesekan kepentingan yang ‘tidak terjadinya kesepakatan dalam sebuah
perjanjian. Menurut Sulistyana dkk (2016) konflik kepentingan sebagai situasi
dimana seseorang pnyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan
kewenangan berdasarkan peraturan memiliki atau diduga memiliki kepentingan

pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bapak

Syahril beliau mengatakan:

“Dalam hal ini sudah jelas \adalah=, gesckan-gesekanantar desa dengan
perusahaan tetapi masih bisa di atasi dengan adanya saling membutuhkan satu
dengan yang lai, desa membuthkan perusahaan begitu juga perusahaan
membutuhkan desa. Maka dengan itu konflik antar kepentingan sudah tidak
menjadi hal baru juga dalam kerjasama”™

Dari hasil wawancara tersebut peneliti berpendapat perbedaaan pandangan
anatara pemangku kebijakan jelas memunyai kepentingan satu sama lain. Namun
ini terjadi karena tidak semua berpandangan sama dan sejalan. Untuk itu adanya
gesekan dan percikan permasalahan harus segera di redam dan di
kondisionalakan. Seharusnya kepentingan itu jangan sampai merusak ataupun
merenggangkan sebuah kerjsama yang sudah terjalin dengan baik, agar dapat

umpan balik antara satu dengan yang lainnya. Sehingga keharmonisan dan
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kerjasama dalam sebuah kolaborasi dapat berjalan dengan sesuai kesepakatan

bersama.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak

Samiul Basir Sinaga beliau mengatakan:

“Kalau konflik “ini sering terjadi ketika apa yang diinginkan desa tidak
tepenuhi;misalnya meminta bantuan alat berat untuk perbaikan jalan, adanya
limbah perusahaan bocor sehingga masuk kesungai dan nikan disungai teracuni,
dalam hal ini- masih bisa_di netralisir dengan musyawarah dan mufakat antar
kedua belah pihak ini

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa konflik antara desa
dengan perusahaan itu ada namun ini menjadi kaca untuk dapat diselesaikan
dengan baik agar gesekan kepentingan tidak menjadi sebuah keretakan hubungan
desa dengan perusahaan. Seharusnya Kkepentingan itu jangan menjadi sebuah
keretakan sebuah hubungan dan menjadi penghalang kerjasama untuk mencapai
sebuah tujuan dipungkirim,karena saling ingin mendapatkan kelebihan dan

keuntungan masing-masing.

Kemudian = penulis melakukan ~wawancara dengan Ketua Badan

Permusyawaratan Desa Bapak Arisman S.Pd beliau mengatakan:

“Bermasalah dengan perusahaan itu ada, ada kecil dan besar juga namun
dapat diselesaikan dengan musyawarah dilakukan dengan kedua belah pihak.
Menurut saya wajarlah ada konflik karena memliki kepentingan masing-masing
dan kita juga tidak bisa memaksakan untuk saling sejalan dan lancar,tentu ada
gangguan dan ketimpanagn sedikit dalam kersajasama”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan permaslahan dengan
perusahaan masih terjadi antara kedua belah pihak,dan ini mennadakan memiliki

kepentingan yang berbeda ,namun masih bisa di selesaikan sehingga tidak
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berkepanjangan. Seharusnya kepentingan yang saling berbeda ini menjadi hal
yang harus disikapi dengan pandangan yang bijak dan pemaham dalam menyikapi
perbedaan. Agar hubungan yang terjalin hancur hanya karena adanya gesekan

yang di dasarkan perbedaan kepentingan.

Selanjutnya-penulis. melakukan wawancara dengan Masyarakat Miro Saputra

S.Pd beliau mengatakan;

“Yang namanya punya'kepentingan masing-masing tentu adakonflik itu,wajar
saja menurut saya,karéna ini terjadi adanya pengkalkulasian untung ruginya,
artinya kalau diberikan ini imbalan atau dampak yang didapat apa kan begitu,
jadi lumrah dalam hal konflik ini, dan sejauh ini saya lihat masih bisa teratasi
dengan baik antra kedua belah pihak”

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan kepentingan antara desa
dengan perusahaan itu jelas ada,dan sejauh ini masih bisa di netralisir oelh kedua
belah pihak agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan dalam bekerjasama.
Seharusnya kepentingan-kepentingan yang ada-bukan menjadi sumber perpecahan
dan berakibat kerjsama yang terjalin menjadi rusak akibat perbedaan pandangan
dan perbedaan kepentingan, sikapai dengan pemahaman yang baik agar terjadi
keserasian dalam berkerjsama dan mendapatkan- hasil sesuai keinginan dan tujuan

bersama.

4. Sosial-Ekonomi:kesehatan,budaya dan ragam

Berdasarkan sebuah yang memiliki masyarakat dan memiliki kekurangan dan
kelebihan diantara masyarakat. Dengan begitu banyak yang harus di penuhi
ataupun diuapayakan oleh desa baik itu bidang kesehatan,budaya dan lain
sebgainya. Disamping itu desa harus mampu mengkordinir bagaimana mengelola

atau menajemen stabilitas kesehatn ,sosial dan ekonomi bagi masyrakat. Menurut
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Soerjono Soekanto (2007:89) adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan
dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan,prestasinya,dan hak-hak serta
kewajiban dalam berhubungan dengan sumber daya. Salah satu cara,bidang
kesehatan,posyandu,obat gratis yang dilakukan dengan pihak yang bisa diajak

bekerjasamama begitu juga dengan yang lainnya:

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bapak

Syahril beliau mengatakan:

“Sebuah desa smestinya terhadap bidang kesehatan,budaya dan sosial, ini
harus lebih diperhatikan lagi, dalam bidang ekonomi itu tergantung pendapatan
dan pekerjaan-masing-masing kami sebagi Pemerintahan Desa juga tidak bisa
membatsai hasil yang mereka dapat atas apa pekerjaan mereka. Dalam hal
kesehatan desa ada melakukan kerjasama yaitu dalam bentuk pengobatan
gratis,dan semacam penyuluhan ada, kalau untuk ekonomi perusahaan merekrut
karyawan dari.desa ada, yang belum tejadi dan ini harus di duduk kan lagi
dengan yang pihak lain”

Dari wawancara di atas:peneliti menyimpulkan dalam bidang kesehatan dan
ekonomi harus lebih diperhatikan dan dipentingkan dalam desa. Baik itu
pengobatan daan hal lainnya yang diperlukan oleh ‘desa, namun dalam
pelaksanaannya masih kurang dan belum efektif..Seharunya posisi seseorang
dalam masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan dan pergaulaan mestinya
menjadi tolak ukur yang merupakan standarisasi agar hubungan dengan sumber

daya bisa berjalan dengan baik.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak

Samiul Basir Sinaga beliau mengatakan:

“Desa kita ini yang terjadi kerjasama dengan PT Musimmas yaitu dalam
bidang ekonomi dalam hal ini ada beberapa pemuda telah menjadi karyawan
meskipun tidak banyak tetapi sudah seharusnya begitu, sementaara kita
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berdamping dengan kebun mereka ,sedih juga kalau banyak dari desa luar yang
tidak berdampingan langsung dengan perusahan ini”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan dalam pengrerutan karyawan
sudah dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan kesepakatan bersama namun
masih ada kendalan dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Seharusnya
dengan telah_berjalan hubungan baik yang sudah lama terjadi_mestinya sudah
menjadi hal yang patut dilakukan tanpa adanya kendala dan mementingkan faktor

yang tidak wajar semstinya-terjadi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Badan Permusyawaratan

Desa Bapak Arisman S.Pd beliau mengatakan:

“Sudah ada beberapa yang berjalan dalam hal kita sampaikan permintaan
masyrakat atau meminta bantuan kepada perusahan,adanya bantuan sembako
yang dimasa pandemi ini,kesehatan,dan yang masih. mini_itu dalam bidang
budaya, mungkin belum kita pecahkan bersamaapa yang menjadi kendala dalam
hal ini”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan pelaksanaan bidang
ekonomi,sosial,budan dan kesehatan belum tuntas dilakukan atas apa yang
menjadi keharusan perusahaan memberikannya. Perhatian khusus dalam bidang
budaya agar dapat membantu pemerintahan desa dalam pengelolaannya dan mitra
kerja mesti dilakukan meskipun mendapat. gangguan-gangguan. Seharusnya desa
dengan perusahaan membuat kesepakatan berjangka agar landasan dan dasar
untuk memberi dan meminta bantuan dan lainnya dapat terealisasi tanpa adanya

permasalahan yang berarti.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Miro Saputra

S.Pd beliau mengatakan:
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“Untuk yang sekarang sudah banyak dan dapat kita lihat dalam kerjasama
dengan perusahaan,pemuda bisa bekerja dan menjadi karyawan, banyak dari
pemuda mendapatkan bantuan pekerjaan,istilahnya rekrutmen, dan bidang
ekonomi laiannya, kesehatan juga ada meskipun masih belum berjalan dengan
baik,tapi mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi,kita hanya meminta
bukan memaksa kepada perusahan”

) sudah manjadi

sebuah hambatan l ubungan antar

Bapak Syahril beliau mengatakan:

“Salah satunya ialah dalam kesepakatan yang tidak menjadi kesesuain dalam
pelaksanaanya, terjadinya hambatan yang terjadi dilapangan. Tidak hanya itu
dalam kerjsaama ini sudah menjadi bahan taruhan tidak aka ada 100%
pelaksaan atau yang diberikan,namun harus sadar juga kita hanya meminta
bukan memaksa,kegagalan dalam kerjasaama itu biasa”
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Dari wawancara di atas peneliti menyimpulakan kerjasama yang terjadi
dilapangan terdapat kendala pelaksaaan dan sistem aturan mainnya belum sesuai
dan hambatan dalam kerjasama antara kedua belah pihak yang saling
berhubungan satu sama lain, dalam hal ini yang menjadi hasil dari kesepakatan
bersama. Seharusnya keharusan._sebuah perusahaan harus diimbangi dengan
aturan yang berlaku,misalnya dalam aturan bupati maupun instasi terkait yang
mengatur keharusan sebagai sebuah perusahaan,terhadap desa yang berdampingan

langsung dengan perusahaan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak

Samiul Basir Sinaga beliau mengatakan:

“Kegagalan itu ada ditemuu selama adanya hubungan antara kerjasama dan
pihak terkait, -adanya kesepakatan yang tidak terealisasi kemasyarakat dan
kurangnya komunikasi anatar kami pihak desa dengan  peusahaan ituu
saja,kegagalan yang ditemui selama ini dan yang kecil-kecil ada tapi menurut
saya itu hal yang masih bisa dikondisionalkan dengan baik™

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan hubungan dalam pelaksaan
belum terealisasi dengan baik di desa,dan masih banyak kegagalan komunikasi
yang kurang baik terjadi dengan perusahaan. Seharusnya kerjasama harus benar-
benar sudah disepakati ada dasar aturan yang mengatur sehingga apabila terjadi
permasalahan dalam pemenuhan permintaan dapat di tinjau kembali dengan bukti

dan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak.

Kemudian peneliti  melakukan wawancara dengan Ketua Badan

Permusyawaratan Desa Bapak Arisman S.Pd beliau mengatakan:

“Di dalam hubungan dan kerjasama ataupun kalau ada bantuan dan meminta
bantuan kepada perusahaan dalam hal ini PT Musimmas ada beberapa terjadi
mis-komunikasi antar yang terlibat kerjasama, biasanya hal yang dilakukan dan
kapan dilaksanakan itu tidak sesuai sehingga terjadinya penundaan dan memulai
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dari awal lagi,begitulah dan seterusnya. Sehingga dalam penundaan dalam waktu
agak lama juga.mungkin itu saja yang saya soroti kegagalan yang ditemukan”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan komunikasi yang terjadi antara
desa dengan perusahaan masih belum efektif dan berdampak bagi kesepakatan
dan pelaksaaannya di.desa. Seharusnya keterlibatan yang terjadi antara dan
hubungan kerjasama perusahaan dengan desa dijalin berawal dengan komunikasi
yang baik dan efektif sehingga kendala yang terjadi tidak begitu membuat dampak

besar.

Selanjutnya peneiliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Bapak Miro

Saputra S.Pd beliau mengatakan:

“Sebagai masyarakat saya menjawab dan melihat kegagalan yang terjadi itu
seringnya dalam pelaksanaan.karena dalam hal ini antara kedua belah pihak
komuniaksinya -kurang sebelum melakukan apa yang akan dilakukan untuk desa
ini,sehingga adanya kendalan yang seharusnya tidak terjadi,dalam hal bantuan
peminjaman alat mesin babat,ini sering diperlama,artinya komunikasi itu sangat
penting jadi perusahaan juga bisa mengatur kapan waktu bisa dipinjam dan
mereka tidak memakainya

Dari wawancara di atas peneliti. menyimpulkan kegagalan dalam waktu
pelaksaaan yang menjadi permintaan desa sering. terjadi penundaan ini
mengakibatkan muncul nya permasalahan yang tidak diingikan oleh desa dalam
hal ini karena desa memerlukan. bantuan tersebut. Seharusnya perusaahan dan
desa komunikasi dalam hal perjanjian mesti harus baik dan benar adanya sehingga
dalam pelaksaaan dapat terjadi sesuai yang diinginkan tanpa merugikan kedua

belah pihak.

6. Dinamika Politik
Setiap adanya instansi ataupun organisasi dan banyak melibatkan orang-orang

dan saling meiliki kepentingan tentu adanya gessekan yang menjadi pemicu
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hubungan menjadi kurang harmonis lagi dan dapat membuat menjadi renggang
dapat mengakibatkan putusnya kerjasama yang telah disepakati gagal karena
adanya kepentingan politik yang ikut bercampur didalamnya. Menurut Jatmiko
(2010:29) adalah suatu gerakann yang mendorong terjadinya perubahan sikap
perilaku yang dilakukan secara.sengaja yang-pada akhirnya akan memberikan
warna serta perubahan pada pemerintahan. Disadari bahwa politik ini sangatlah
berbahaya dikarenakan adanyacpemenuhis kebutuhan yang tidak terduga dari
pihak-pihak artinya mendapatkan keuntungan yang sesuai diinginkan,dan apa bila
ini tidak tercapal maka terjadilah permasalahan. Tidak hanya organisasi biasanya
per-orangan juga sering terjadi padahal masuk dalam instansi atau lembaga yang

bekerjasama.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Talau

Bapak Syahril beliau mengatakan:

“Di jaman sekarang ini jarang yangrkita teni terjadinya permasalahan baik
itu individu ataupun lembaga (instansi) terjadinya renggang atau berjaraknya
hubungan baik itu disebabkan politik. Tetapi itu hal yang wajar dan tidak dapat
dipungkiri, sementara yang terjadi selama ini antara perusahaan dan
Pemerintahan Desa ialah adanya permainan dalam selimut artinya ada oknum
oknum yang bermain dibelakang setelah adanya kesepakatan. Mencoba untuk
mengadu dan menjelek-jelekan dan membuat kalimat-kalimat sakti supaya kami
dalam hal ini Pemerintah Desa dengan perusahaan PT Musimmas terjadi
gesekan berakibat hubungan kurang baik jadinya. Banyak ini terjadi,yang
bermain yang orang-orang yang tidak suka melihat kerjasama,mungkin oknum ini
tidak dilibatkan atau diiukut sertakan”

Dari wawancara di atas penelitian menyimpulkan kerenggangan hubungan
dengan perusahaan sering terjadi dan berdampak pada kesepakatan terdahulu

dalam pelaksaaannya di dalam desa. Seharusnya perbedaan dan permasalahan
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politik tidak muncul dipermukaan dengan jelas dan nyata dirasakan antara kedua

belah pihak,namun dapat di redam dan di posisikan dimana seharusnya bermuara.

Seterusnya peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak

Samiul Basir Sinaga beliau mengatakan:

“Politik ini baunya menyengat ya,dan diam-diam terjadi hubungan tidak baik
antar kedua belah pihak yang telah membuat kesepakatan dengan baik renggang
atau ada gangguan dengan adanya kepentingan politik. Pernah terjadi namun
masih bisa diatasi,yaitu permasalahan-kejasama dalam bidang bantuan sembako,
ada sebagian masyarakat tidak mendapatkan bantuan itu ada adanya kutukan
dari belakang dan di sampaikan kepada Pemerintahan Desa bahwasanya
program ini tidak adil dan adanya ketimpangan. Ini pernah terjadi sehingga
adanya hubungan tidak baik dengan perusahaan, ini ada orang yang tidak senang
dengan kerjasama ini”’

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan keretakan hubungan dan
berdampak bagi kesepakatan terjadi kepentingan politik yang berbeda sehingga
memberikan warna yang menonjol di tengah-tengah masyarakat desa. Dalam hal
ini  berakibat ~keretakan  hubungan terjalin baik dahulunya. Seharusnya
pemerintahan desa dengan perusahaan ‘'memprioritaskan sikap propesionalisme
dalam kerjasamaa dan menurunkan tensi politik masing-masing agar meredam
permasalahan yang akan muncul kepermukaan sehingga dampak yang timbulkan

akan meluas.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Badan Permusyawaratan

Desa Bapak Arisman S.Pd beliau mengatakan:

“Dinamika politik biasa terjadi dalam keluarga juga ada permainan politik
meskipun kadar dan kapasitasnya tidak terlalu kuat tapi kan itu awal dari dalm
menuju keluar. Dinamika politik yang terjadi antar Pemerintahan Desa dengan
PT Musimmas itu ada namun bisa di redam lagi dengan adanya mediasi dan
musyawarah lagi apa sebenarnya akar permaslahan yang terjadi,siapa yang
bermain dibelakang dan siapa oknum berkelut sehingga membuat hubungan
kurang harmonis lagi”
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Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan permainan politik antara desa
dengan perusahaan memang kapasitas dan kadarnya tidak sama,namun dinamika
ini dampak di timbulkan di desa sangat jelas dan di rasakan oleh masyarakat
setempat. Seharusnya untuk. mencegah terjadinya dinamika politik ialah harus
propesionalisme di kedepankan agar dapat dinetralisasi dengan cara menurunkan

kepentingan yang berlebihan dalam pengkalkulasiaan politik terjadi.

Selanjutnya penelitian melakukan wawancara dengan Masyarakat Bapak Miro

Saputra S.Pd beliau mengatakan:

“Kerenggangan dan retak sebuah hubungan dan kerjasama yang baik tiba-tiba
berjarak tanpa tahu penyebab pasti ini sudah jelas disebabkan-adanya dinamika
politik yang terjadi, karena politik ini di konsumsi dan dihasilkan oleh setiap
orang dan ingin memperoleh keinginan dan keuntungan dalam hal kecil tujuan
nya tercapai walaupun tidak dapat.untung. tetapi-melihat antar kedua belah pihak
berjarak itu sudah menjadi suatu kepuasan tersendiri bagi mereka”

Dari wawancara di atas Kerjasama'yang terjadi tanpa alasan yang jealas
berubah dan terjadi dengan tiba-tiba antara perusahaan dengan desa, karena
berbeda keinginan‘dan kepentingan. Seharusnya keadaan yang di ciptakan mesti
baik dan berjalan sesual tujuan bersama, jangan sampai membuat hubungan
menjadi putus di sebabkan kepantingan dalam permassalahan politik tidak sejalan
berlawanan satu sama lain. Dengan begitu tidak terjadi dinamika di antara desa

deangan perusahaan yang berarti.

7. Jaringan yang Terkait
Keterlibatan dalam kerjasama tentu adanya pihak-pihak yang ikut serta dan

bekecimpung didalamnya. Sebagai instansi atau lembaga tidak mampu menjalin



82
hubungan satu pihak artinya satu instansi saja yang menginginkan kerasama.
Adanya keterkaitan antara pihak-pihak yang menginginkan kerjasama terjalin.
Jaringan inilah yang menjadi langkah awal dalam menentukan kejasama apa yang
akan dilaksanakan dan tidak dapat dipungkiri adanya dampak dari yang dilakukan.
Pihak-pihak ini lah yang menentukan aturan.mainnya bagimana dan seperti apa.

Dalam hal ini kolaborasi antara Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Talau Bapak

Syabhril beliau mengatakan:

“Terkait ada beberapa pihak, diantara nya Pemerintahan Desa,PT
Musimmas,BPD dan lembaga lembaga lainnya,Adat, dan pengusaha yang ada
didesa ini,masyarakat dan tokoh masyarakat desa setempat. Ini yang terlibat
dalam membuat kesepakatan bersama dalam hal ini.kerjasama antara desa
dengan perusahaan. Dikarena ini yang mesti terkait dalam pembuat kesepakatan
bersama di dalam musyawarah ataupun dalam bentuk lain”™

Dari wawancara di atas.peneliti menyimpulkan keterkaitan antara mitra dan
lembaga di desa itu ada,dan membuat kesepakatan dilakukan dengan
musyrawarah antara pihak-pihak yang terkait. Seharusnya mitra kerja yang terkait
dapat mampu bekerjasama dan menghasilkan kesepakatan dengan cara yang
sesuai dengan kesepakatan bersama“dalam mencapai tujuan dan kepentingan
bersama. Sehingga dengan begitu akan memudahkan kerjasama dalam mebuat

kesepakatan maupun dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak

Samiul Basir Sinaga beliau mengatakan:

“Jaringan yang terkait itu antara lain pihak-pihak yang mempunyai
keterkaitan dalam hal ini, Pemerintahan Desa,PT Musimmas dan BPD dan ini
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yang mengkolaborasi baik itu kepentingan umum desa maupun umpan balik

ayang didapat, tentunya saling keterkaitan satu sama lain”’

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan keterkaitan desa dengan

perusahaan dalam hal ini pemerintahan desa dengan perusahaan mewujudkan atas

dilakukan dnegan musyarwarah bersama perusahaan dalam membuat kesepakatan
bersama meskipun dalam implementasinya masih terdapat kekurangan dan
ketidak sesuaian tujuan. Seharusnya perusahaan dengan pemerintahan desa
mestinya mengikut sertakan pihak yang di butuhkan dalam mewujudkan desa
yang maju dan sejahtera,tidak hanya lembaga yang ada di dalam desa namun

melibatkan mitra yang lain yang mampu bekerjsama dan siap dalam hal

kebutuhan kesepakatan.
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Kemudian peneliti melakuakan wawancara dengan Masyarakat Bapak Miro

Saputra S.Pd beliau mengatakan:

“Tentu ada jaringan yang terkait didalam hal ini,tidak akan bisa satu lembaga
atau instansi tanpa adanya lembaga lain dalam hal bekerjasama. Dalam hal ini
jelas Pemerlntahan Desa dengan perusahaan PT.Musimmas yang menjadi

ambil keputusan
di desa ada be aj Jan 8 a : erta memberikan
pendapat d 3 a dalan : ek ' ting untuk di
sampaikan ¢ at kes ata Am eharusnya dengan
banyaknya
kesepakata
terjalin dal W ak ju dengan bekerjasama satu
sama lain. s/-kepadaperus a namun masih ada
jaringan lain agar. sa f: ¢ kepentingan dan

tujuan yang ada.
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G. Hambatan Terhadap Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT
Musimmas Dalam Pelaksanaan Program CSR Tahun 2017-2019 di Desa

Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya ada hambatan

T Musimmas Dalam

alan Kuras

%

\\ &

Ay

CSR dalam
alau. Sehingga

diamanatkan

Aasnkavy

b). a ay A alar asi yang dialakukan.

. Terdapat dalam pengambilan keputusuan bersama terjadi ketidak
kesepahaman dan kesepakatan di dalam musyawarah.. Maka dari itu
masih ada hambatan dalam kesepahaman dalam membuat kesepakatan

bersama.
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d). Komunikasi antara Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas kurang
baik dalam koordinasi dan memberikan informasi-informasi yang

dapat menjadi sebuah masukan dan patokan.

diberikan oleh

an mesin babat

d). Hubungan ke instansi yang mengatur dan mengkkordinir keharusan
sebuah perusahan belum terjalin dengan optimal, contoh kepada Bupati

atau pihak-pihak terkait lainnya.
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BAB VI

PENUTUP

A.Kesimpulan

Talau Ke

pelaksanaan

gratis,bidang

Musimmas.
b. Pelaksanaan program CSR di tahun 2017-2019 belum terealisasi dengan
baik dan bahkan tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi sewaktu
dibuat kesepakatan bersama antara Pemerintahan Desa dengan PT
Musimmas.

c. Keserasian kolaborasi antara Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas
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masih terdapat problem yang berakibat membuat hubungan kedua belah
pihak terjadi kerenggangan dan tidak berjalannya komunikasi yang baik
sehingga pelaksanaa program CSR mendapat hambatan dalam

pelaksanaanya.

i.masih _men ak sepahaman dalam
“‘l%\\“ .&;
\ ‘g rdampak di

’o

Sehingga

\ ﬁé“

FRSNANAE

dalam hal ini
menjadi dan

begitu dalam

sehingga bantuan itu terarah dan tepat sasaran di tengah-tengah masyarakat
mampu meringankan kebutuhan yang diperlukan.

Bantuan yang di laksanakan oleh program CSR seharusnya terjadwal dan
bertahap sehingga terjadinya keteraturan dalam impelentasinya kepadan
masyarakat. Sehingga Pemerintahan Desa dapat mendata dan melihat

dilapangan apa saja yang diperlukan dan kepada siapa saja masyarakat
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yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga tidak ada

kesenjangan.

%

SO

o
o
o
4
o
v
’
¢

s
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